[image: image1.jpg]R PEREUBNGAS

BLIKINDON

Mesivibang

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004
TENTANG

KEWLJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
MENTERI PERHUBUNGAN,

bawa dalam rangka tindakanjut Psal 30 Peraturan Pemerintah Nomor
2 ‘Tahen 2000 tentang Fenyelenggaraan Telekomunikasi, perlu diatur
kefentuan mengenai kewajlban pelayanan universal dan tatacara
pelaksanaan kontbusi kewajban pelayanan universal ~dengan
Keputusan Menteri Porhubungan;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimazn
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tanun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan
Dasrah (Lembaran Negara 7ahun 1998 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undargundang Nomor 36  Tahun 1999 tentang
Telokomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 164,
Tembahan Lombaran Negara Nomor 3881);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 fentang Tarif Atas
Jepls Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Peshubungan (Lembaran Negara Tahun 2000
Normor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

5. Perawran Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 fentang Keduduken,
Tugas, Fungs, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keria
Depariemen sebagaimana ' telah dictah dengan - Keputusan
Presiden Noror 45 Tahun 2002;
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Organisasi dan Tugas Eselon | Departemen sebagaimana telah
diabah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Koputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 470 Tahun 1994
fentang Tata GCara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
MiikiKskayaan Negara;

9. Kepuwsan AMenteri Perhubungan_Nomor K. 20 Tahun 2001
tentarg Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K. 21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomior KM. 24 Tahun 2001
feniang Organisasi dan Tela Kerja Departemen Perhubungan
sobagaimana tolah diubh dengan  Kepulusan  Menter
Perhuioungan Nomor KM, 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN
PELAYANAN UNIVERSAL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Telekomunikasi adalah setiau pemancaran, pengiiman dan atau
penerimaan dari sefiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, lulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawa,
optik, radio atau sistem elekiromagnetik lainnya;

2. Jarngan teleomuniasi adalah  rangkalan perangkat
telekomunikasl den  kelengkapannya yang digunakan dalem
berielekomunikasf;

3. Jasa telekomunikas adalih layanan telekomunikasi untuk

memenuhl kebutuhan berte'ekomunikasi dengan menggunakan
Jaringan telekomunikasi;
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Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperas
badan usafa milk daerah, bacian useha milk negara, badan usaha
swasta, instansi pemeriniah, dan instansi pertahanan keamanaii
negara

Penyelenggaraan _jaringan telekomunikasi adalah  keglatan
penyediaan dan atau_pelayanan jaringan telekomunikasi yang
memungkinlan terselenggaranya telekomunlkasi

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan ataupelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi;

Kewiajloan Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut KPU
adalah kewajban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan
telekomunkasi dan atau jasa telekomimikasi untuk memenui
aksesibiitas bagl wiayah pelayanan universal;

Wiayah pelayanan universal adalah Desa atau sebutan lain dan
atau lbukota Kecamatan yang belum terjangkau  akses
telekomurikasi;

Interkoneks! adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi
dari penyeienggara telekomunikasi yang berbeda;

Alkses universal adalan penvediaan akses telekomunikasi
diwilayah KPU;

Jasa universal adalah penyediaan jasa telekomunikasi di wilayah
kewajiben pelayanan universal;

Sistem KPU adalah sekumoulan alatperangkat telekomunikasi
yang menghubungkan dari Sentral Lokal (Local Exchange) sampai
‘dengan ke terminal pelangga:

Pererintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pemda adalah
Pomerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota
sesual Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentany
Pomeriniahan aerah;

Menteri adalah Menter yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang telekomunikasi;

Direktur Jenderal adalah  Direktur Jenderal Pos  dan
Tolokomunikasi,
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PEMBANGUNAN
Bagian Kesals
Program Kewajban Pelayanan Universal
pasal2
(1) Program KPU ditjukan untuk penyediazn akses universal dan atau

jasa unvercal secara berkesinambungan di wilayah pelayanan
universal

(2) Felaksanzan Pembangunan dan penyelenggaraan _jaringan
teickomunikasi di wiayah pelayanan universal dibcbankan kepada
penyelenggara jaingan telap okal

Pasal3

Dalam hal penyelenggara jaringan telap fokal sobagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) Udak  melaksanakan pembangunan dan

penyelenggaraan telekomunkasi di wilayah pelayanan  universal.

Menerl menunjck dan menetapkan —penyelenggara _jaringan

felekomunikasi lainnya untuk m7eiaksanakan pembangunan - dan

penyclenggaraan Jaringan di wiayah pelayanan universal.
Pasal 4
Hasil pembargunan program KPU adalah aset pemerintah pusat yang
selanjutny. akan diatur kemudian oleh ketentuan yang berlak.
Bagian Kedua
Wilayah Kewajiban Pelayanan Universal
% Pasal’5

(1) Dalam penyeienggaraan KPU, Menteri menetapkan :

a. wiayah ferlentu sebagal wiayah polayanan universal;

b jumiah kapasitas Jaringan di sefiap wilayah pelayanan
universal;

o jenis jasa telekomunikasl yang harus disediskan olch
penyelenggara jasa telekomunkasi di setiap wilayah
pelayanan universal;
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Jatingan telekomunikasi i wilayah pelayanan universal.

(2) Menteri menetapkan palaksana pembangunan jaringan
telekomunikasi di wiayah KPU yang telah dietapkan sebagaimana
dimakeud dalam ayat (1),

(3) Wiayah fertentu sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) huruf a
ditetapkan berdasarkan kriteria

4 belum terangkau fasiltas telekomunikasi
b, perbatasun dan atau rawan konfilc

¢ yang diprioritaskan dekat dengan sential yang sudah ada; dan
alay

4. yang menilii potensi ekonormi

(4) Wilayah tertentu yang diusulkan olei pemerintah propinsi harus
‘memenuhi kiteria sebagaimana disebut dalam ayat (3).

{5} Dalam hel tertenty, Menteri dapat menetapkan wiayan lar: sobagai
wiayah KPU selain wilayah yang telah diusulkan oleh pemerintah
propinsi.

(6) Jumiah kapasitas jaringan dan jenis jasa telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) huruf b dan c diatur lebih
fanju dengen Keputusan Direktur Jenderal,

(7} Penyelanggara jaringan tekkomunikasi sobagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf d berdasarkan proses seleksi

Pasal6

(1) Menteri melimpahkan kewonangan penetapan penyelenggara
jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
‘ayat (1) hurufd dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal dalam melaksanakai hwieruan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan antara lain

. menetapkan skala priorfas wilayahViokasi;
b pemilihan teknologi yang sesual dengan wilayahilokesi;
©. penyusunan rencana pembangunans;

d. penyusunan pelaksanaan pembangunan

(3) Untik  polaksanaan pengawasan dan cvaluasi terhadap
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur
Jenderal membentuk Tim Pengawas dan Evaluas
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Peranan Pemerintah Dasrah
Pasal 7

(1) Pemda propinsi dalam pelaksanaan program KPU mengusukan
lokasi KPU,

(2) Usulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertal
dongan dukungan data

. Topografiwilayah
b, Jarak lokasi dengan seniral telepon otomat terdekat,
©  Ketorsediaan fasiltas caru daya;

d. Kesanggupan dalam menyediakan lahan untuk lokasi jaringan
telekomunikasi;

e Kesanggupan menyediakan tempat operasional perangkat
telexomunikasi;

f. Kesanggupan menyediakan Sumber Daya Manusla untuk
merigelola pelayanan telekomunikasi perintisan;

9 Kesanggupan dalam dukungan perfinan pembangunan
jatingan telckomunikasi perintisan sebagaimana dialur di
alam peraturan daerah setempat,

Bagian Keempat
Seleksi Penyelenggaraan
Pusal 8

(1) Froses ssleksi penyelenggara KPU dilakukan oleh  Direkiur
Jenderal

(2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
bbrdasarkan ketentuan yang Lerlak

BAB Il
PERSYARATAN TEKNIS AKSES KPU
Pasal 9

Akses pelanggan yang harus disediakan dalam penyelenggaraan KPU,
sekurang-kurangnya harus memer.uhi persyaratan sebagal berikut

a  Akses felefoni dasar, yang dapat dikembangkan untuk fasiitas
facsimile dan dial-up intoret;
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SLIJ, SLI dan bergerak;

o Layanan teiekomunkas dengan kemampuan dipanggl dan
memang

d. Dapat diakses untuk menghubungi pelayanan darurat;

. Menggunakan alatiperangkat yang telah mendapatian serificat
perangkat dari Direkiur Jenderal,

BABIV
PENYELENGGARAAN
Bagiar Kosatu
Hak dan Kewalioan Penyelonggara
Pasal 10

(1) Penyelongara yang ditunjuk sebagai pelaksana KPU berhak untuk
menagh hasil setiap penggunaan jaringan telekomunikasi yang
terpasang d daerah KPU.

(2) Penyolonggara jaringan yany ditunjuk.mempunyai kewajioan
delam penyolenggaraan pelayanan universal, yaitu  sebagai
oerikut

& menvediakan ketersambungan (interkoneksi) o dacrah KPU;

b, menggunakan sistem perormoran yang mencirkan pelayanan
KPU;

. menglku ketentuan daam Rencana Dasar Teknis yang
ditetapkan olch Menter;

d. melaksanakan pencatatan atas pendapatan dari _hasi

pengoperasian jaringan di wilayah KPU dan dilaporkar: secara
berkala kepada Menterl

Pasal 11

Setiap penyelenggara felekomunikasi harus  menyediakan
ketersambungen (interkoneks) dan alokasi nomor pelanggan apabia
diperlukan kepada penyelenggara KPU.

Baglan Kedua
Ketentuan Operasional
Pasal 13

Penyelenggaraan KPU harus beroperasi selama 24 (dua puiuh empat)
jam sehar.
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() Dalam hal pengoperasian fasiitas telokomunikasi oleh
penyelanggara yang ditunjuk, pemerintah akan melakukan evaluasi
biaya operasional dapat memberikan bantuan danalsubsidi yang
didasarken atas hasil evaluasi yang menunjukkan terjadinya angka
negatf tethadap biaya operasional,

(2) Datam hzl hasil evaluasi yang dilakukan, menunjukkan terjadinya
angka positif terhadap biaya operasional, bantuan danalsubsidi
sebagaimana dimaksud ayat (1) dihapuskan

(3) Tarif yang berlaku dalam penyelenggaraan KPU adalah tarif umum
(tarif PSTH;

BABV
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 15

Dana pembangunan dan penyelenggaraan program  KPU_yang
diaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi_yang ditunuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diperoleh melalui
Kontribusi yang cibebankan kepada  penyelenggara. telekomunikasi
sesuai ketentuzn yang berlaku

Pasal 16

Pengelolaan daa konlribusi KPU dilaksanakan oleh Dircktur Jenderal;

Pasal 17
Pengeloiaan dan penggunaan dana KPU wajis diakukan secara

transparan, offsien, dan mengutamakan industri dalam negeri ssktor
telekomunikasi

BABVI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

Direklur Jenderal meiaksanakan pengawasan dan  pengendalian
terhadap pelaksanaan Keputusan i,
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Keputusariini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 1 J AKARTA
Padatanggal : 11 MARET 2004

MENTERI PERHUBUNGAN
g

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Kelua Badan Pereriksa Keyangan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Polik dan Kearmanan;

Henter Pertahanan;

Menterl Perindustran dan Perdagangan;

Nenteri Negara Komunikasi dan Informasi;

Seketaris Negara;

Sekretaris Jonderal, Inspekur Jenderel, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala
‘Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Perhubungen.

‘SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukur dan KSLN





